
PEM ERINTAH KABUPATEN MUKOMUKQ

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

. NOMQR 16 TAHUN 2OO;

" TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menrntbang a bahrva dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan

Undang-undang 32 Tahun 2004 perlu penyesuaian Badan

. Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Mukomuko;

b bahwa untUk melaksanakan maksud paba huruf a di atas, perlu

diatur dan. ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

lv{ukomuko.

:.,3at 1. Undang-undang Nomor 03 Tahr"rn 2003 tentang Pembentukan

KabupBten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur

di Provinsi Bengkulu (Lembaran [.'legara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4266):

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287)'

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan

Peraturan Perundang'undangan (Lembaran Negara Rebuplik

Indonesia Tahun 2A04 Nomor 53, Tambalran Lenti:aran

Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahari

Daerah (Lembaran Negara Republrk Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran llleg'€ra Nomor 4437)',

t 'a
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Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbor!3n

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor '126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahqn 2000 tenlang

Pengelolaan . dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 202,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan L embaran

Negara Nomor 4578): sr

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor '158,

Tambahan Lembaran Negara Nonror 4587),

DAN

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN

PER/\TVRAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTA,I.JG

BADAI'I PERMUSYAWARATAN DESA.

Don gan PersetuJuan Bersama

OEV/AN PERWAKILAN R,AKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Monotapkan :

PERDA, Xub, Mukonruhe Tahun 2006



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

[)alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a, Penrerrntah Daerah acJalah Pemerintah Kabupaten MukomuKo'

il, BuPati adalalr BuPati Mukomuko;

c, Desa adalah kesatrJan masyarakat hukum yang memiliki batas'batas wilayah yang

trenvenang unruk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat'

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang cjiakui dan dihormati dalam

srslem PenrerintShan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

i,PemerintahanDesaadalahpenyelenggaraanUrUsanpemerrntahanoIen
Peinerintafr Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengaiur dar'

x^'elg\'jrUSkepentrnganmasyaraKatsetempatbercjasarkanasal-usuldanacal

slalai setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Ne;a'a

\csal-an RePubl.k Indonesia;

, tr€:-citntah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Li^S"

:i:^r e,eng0araan pemenntahan desa;

' 33:ian Pernrusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD' adalah lembaga ya':c

r..erupakan penrvujudan demokrasl dalam penyelengg araan pemerintahan cesa

3eD0[J ai l]nsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

!Lctrrb.:gaKemasyarakatanatauyangdisebutdengannarnalainadalahlembaga
yang cjrbentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebuttrhan dan merupakan rnitra

Pemerrntah Desa dalam memberdayakan masyarakat;

h, Anggaran Pendapatan dan Eelanja Desa selanjutnya clisingkat APB D:sa adalah

rencana Keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui

bersanra oleh Penrerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

i, peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD

bersama KePala Desa'
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BAB II

KEOUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

BpD bcrkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 3

BpD berfungsr menelapkan Peratur3n Dosa bersama Kepala Desa' menampun0 dan

ntenyalurkon aspirasi masyarakat'

Pasal 4

BPD memPunyai tugas dan wewenang:

a, Mernbahas rancangan Peraturarr Desa bersama kepala desa;

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan

l(epala Desa;

l.f er.c.s,,lxar penEangkatan dan pemberhentlan kepala desa;

,,,:^.:3-:-<;a- ia pell,r,ian kepala desa;

',,..-.:: -'e-a-t-:3, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi

Pasal 5

:- -':---';? ^e<

,,,;:' .-"3 (3:9fa^3a:''i Kepaca Pemerintah Desa;

l,4er; ala xan Per,daPat'

Pasal 6

Anggota BPD memPunYai hak :

a. Mcngajukan rancangan Peraturan Desa,

b llengajukan PertanYaan'

c Menyatnpaikan usul dan PendaPat;

d l'/errrilrh dan diPilih, dan

rl lr4urrtJNrolclr tunjarr0an'

t 't
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Pasal 7

Ang0ota tSPO rrrernpunyai kewajiban '

, a Mengarnalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negar"a Republik

. lrrcjor.,'se11 f slrun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;

b Mclaksalakan kehjdi.rpan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desu;

- --:^--r ^^)^ l.^,,r,,!.^^ NI^aara, c. ntetlt)grlahankart dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara

j i<usotuan Republik Indonesiai
'j ., , ,.-... - -^^ .-enampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,
: (1. lvlul lIUl uP, | | r'

a.

ii e Mentproses penrilihan kepala desa;
i
1,,r l, MenoanuruKan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelonrpok dan

:,4

, golongan;

i g Menglrornrati nilai-nilai sosial bud.rya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan

: h llenjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasya:a<a:a^
j

Pasal 8

I ,i) BpD rnenrpunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya <.=?=; t,
r'iasi'araKat

i ^ '\--.^-^^'an hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali Calarn sa:-, !. rvIydlrlrdr(
2

l^t: !^iO, 'tllt,

3, Pen,yanrparan hasil kinerja BPD dapat dilakukan nrelalui pertemuan aiau :r-e: a

ce ia k.

I gAB ltl

I PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

I Pasal I
;, r r r A.nrroota BPD adalalr wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasari(an

\|,/..''YYV.-

r ketenryakrlan wilayah,

, f?) Anooota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi,\-/
pernuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya'

(3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan monjadi anggota BPD adalah:

a Berpendidil<an sekurang-kurangnya SLTP atau sedera;at'

, b Bcrutnur sekurang-kurangnya 17 tahun.

' Y^h,,^ tnnR
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ri. !{*Hr*r.:JiiiF.gl$*dirdt}*r&'d,C+ ?;,! i,{g

c Sehat lasmani dan rohani'

d Trciak sedang menjalani hukuman atau terdaicwa'

e, Bersedia dicalonlcan'

Pasal 10

caton anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

Mpkanisrle mUsyawarah dan mufakat ditetapkan oleh Per;rturan 0esa'

Peserta mUsyawarah adalah KetUa Rukun Warga, penrangkU adat, golongan

profesi, penruka agama dan tokoh atau pemuka rnasyarakat lainnya,

Yang clapal dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah'

Junrlah anggota BPD ditetapkan dengan jurnlah ganjil, paling sedikit 5 (linra)

orang <Jan paling banyak 11 (sebelas) Orang, dengan momperhatikan iuas

'r,layalt, lunrlah penduduk dan kemampuan keuangan desa'

Pasal 11

' t):.'esi" on anggotn BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

-'j':,':-sa^ra c naCapan rnasyarakat dan dipandu oleh Bupati'

. :-:,.'i^ ,.ala-xala sr,rnpaVjanji BPD eebagai berikut:

-:'.' .:,-*A,! (TUHAN) SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA A(AN

,:..,:..- (E'Y^/AJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA BPD DTNGAN SEBAIK-

:A(irYA SEJUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA, tiAHWA SAYA AfViN SELALU

IMT DAL-qM MENGAMALIGN DAN MEMPERTAHANMN PANCA$ILA SEBAGAI

)ASAI'I NEGAM, DAN BAHWA SAYA A}(AN MENEGAKKAN KEHIDUPAN

OEMCKRASI DAN UUD 1945 SEBAGAI DASAR NEGAM, KONSTITUSI NEGAI{A

$FRTA SEGAI.A PERATURAN PERUNDANG.UNDANGAN YANG BERTAKLJ BAGI

DESA DAERAH DAN NEGAM KESATUAN REPUBLIK INDONESIA'

Pasal 12

i1) Pirnprnan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1

(salu) orang Sekretaris,

(1)

(?)

(3)
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Pinrpinan gpQ (;piirh ca:i can cler a:3Ec:a 3PD secara langsung dalant Rapat

t3PD yang diadakan secara khusi;s.

llapat penrilihan Pimpinan BPD vntuk pertama kali dipimpin oleh anggota tedua

cian cJrUontu olelr anggota termuda,

Pasal 't3

t-tapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.

Rapat BFO dinyatakan sah apabiia dihadiri oleh sekurang'kurangnya % (satu per

clua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara

tg rDa r'ly a K

Datarrr nat tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sokurang-

kurangnya th (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputqsan ditetapkan

dengan persetujuan sekurang'kurangnya % (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari

jurllalt anggota 8PD Yang hadir,

t-iasrt rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan

f'ct!.ien rapat yang dibuat oleh $ekretarls BPD, $r

Pasal 14

;.-^; ^a: can Ar:ggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan

^^,{^^^'=-.i: Vd.i vE)cl.

:-^.argan prr-npinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

c ttaiKan calam APB Desa,

Pasal 15

(1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya Operasional sesuai kemampuan keuangan

desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD'

(2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa'

Pasal 1 6

til

(1) pirlpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatarr sebagai

Kcpala Desa dan Perangkat Desa

PERDA. Krb, lJukontuxo Tahun 2006



I (2) Pirnpinan dan Anggota BPD dilarang :

: a, scbagai Pelaksana ProYek desa;

i O nrerugikan,kepentingan umurn, msresahkan sekelompok masyarakat datt

nrerrdiskrinrinasikan warga atou golongan masyarakat laini

c. nrelakUkan korUpSi, kolusi, nepOtisme dan menerima uang' barang dan/atau

jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan alau tindakan yang

, akan dilakukannya;

d rrrenyalahgunakan wewenang; dan

' e, nrolanggar sumpaVjanjijabatan.

Paeal 17

Masa jabltan anggota BPD adalah 6 (onam) tahun dan dapat diangkat/dlusulxarr

kerrrbalr urrtuk 1 (satu) kali masa jabatan berikqltnya'

Pasal 18

i,:a ';gcl::an ErD tierhenti atau diberhentikan karena:

- '.':'^;jar c.i.a: $t

- ^ ^ ^ ^ ^,{,.i

: '-: :^ t€'drr.:nyO rnasa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;

: '.'e r-;;ar sumpah dan janji;

: -L.".iJ^ /, a alau terpidana; dan

'. t,,eiakukan porbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang'

undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalanr

rrrasyarakat Desa.

Pasal 1 9

l1) Penrt:erhentian anggota BPD diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupali melalui

i(epala Desa.

(2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal durtia dan/atau atas pe;mintaan

sendrri diusulkan oleh BPD.

(3) Anggora BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetu)uan 2l3,utttlalt

anggota BPD,
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r Pasal 20

Anggota BPD yang berhenti atau dicerheniikan sebelum berakhir masa

jabatannya diadal<an perg antran'

Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum

dijaIankanolehanggotaBPDvangberhentiataudiberhentikan.

Mekanisme penetapan anggota BPp pengganii {ilakukan dengan cara

rxLrsyawarah dan mufakat,

Pasal 21

gelambat-lambatnya Qalarn waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggoia

BPD, Burpati nrenerbitkan Surat Keputusan Pengesahan'

Pasal 22

(1) Aparoila pirlpinan BPD berhenti atau diberhentikan se-belum masa .labatann;a

:e rakh,i', c;adakan penggantian pimpinan BPD'

- ,.,.*e^ sme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarair Can

^. t-,^t 
t-

i ,.rJs3.a:ala: pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masi.l labatan yang

:: -^r :,a.ari oieh pimpinan BPD yang berhenli alau diberhentikan,

Pasal 23

' le a:r meiaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.

',2't Sekrelarrat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.

(3) Sekretarrs BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD'

(4) Atat kelerrgkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai

dengan kebuttthan.

(S) Sekreraris BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan

l)rntoinan BPD.
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BAB IV

TINDAK,AN PENYIDIKAN

Pasal 24

(1).l.lndakanpenyidikanterhadapanggotadanpimpinanBPD,dilaksanakansetelah

acJanya p€rseluiualr tertulis dad Bupati'

(2) Hal'hal yang dikecualikan adalah :

a. Terrangkap tangan rnelakukan tindak pidana kejahatan; dan

b. Drcluga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan

pidana matt.

Tincjakan penyidikan sebagairrrana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara

terlulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari'

Pasal 25

KetentuanIebihlanjutmengenaiBPD,ditetapkandenga.nPeraturanDesa,

Peraturan Desa sekurang-kurangnya memuat matert:

.: i:ei'svaratan untuk nreniadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya

- as; arakai selern,Pat;

l,' e r: a r,,s rn e m'Jsyawa rah dan mufakat pe netapa n a ng g ota;

Fur,gsi, tugas dan wewenang;

Hak, kewajiban, dan larangan;

. Penggantian anggota dan pimpinan'

|-lubungankerjacengankepa|adesadan|embagakemasyarakatan;dan

. Keuangan darr administratif'

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

PernbinaanBadanPermusyawaratanDesadi|akukano|ehCamatdanPerangkat

Daerahyangbertanggungjawabda|anrbidangpemberdayaanMasyarakatdesa.

Pasal27

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan oleh camat' Inspektorat Daerah

dan rnasYarakat Desa.

(1)

(2'i

a'a

?.

a

c

e

f.

g
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BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

, pasal Ag

Joi:atan Anggota BPD yang ada pada saat berlakunya peraturan Daerah ini tetap
berlaku sanrpar habis rnasa jabatannya,

BAB VII

KETEI.JTUAN PENUTUP

pasal l9
Dcngan berlakunya peraturan Daerah ini, maka semua peraturan Daera^
K;bupaten Mukomuko mengatur har yang sama drnyatakan tidak berraku.
l'1al-hal yang bclum diatur cjalam peraturan Daerah ini sepanjang nrenEe^e
pclaKsanaattttya' akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati can ara-
Kepulusan Bupati Mukomuko.

pasal 30 I
_.ar Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

ser cp o/'ang nrengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah^3ari per'rempalannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Disahkan <ji Mukomuko
pada tanggal ZB Desember 2006

BUPATI MUKOMUi(O,

TTD.

ICHWAN YUNUS

kan dr Mukomuko
28 Desember 2006

H }(ABUPAIEN MUKOMUKO

tarna Muda Ntp, 16002021S

LEMBARAN DAERAH }<ABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2006 NOMOR 16 SERI " D'

*
PERDA. l<ab, hlukonuko 

Tnhun 10A6

(1)

(2)

-2.-.1
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EKRETA
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